PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 137

PONTIANAK

dhk@kabarprovgod (91 Ihk kalbarprov go
@) dstwkavar [Qoer2 57750129 P 78116

%EE) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinst Kalmantan Barat

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 800/ 43 /DLHK-X/UAPR/2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT KPH WILAYAH KETAPANG SELATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tentang

Standar Pelayanan;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Mengingat 2l

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
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Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 9);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020
Tentang perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017
Tentang pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta
Tata Kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang
Selatan Provinsi Kalimantan Barat.

11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Publik pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Standar Pelayanan Publik pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang
lingkup pelayanan :

1) Pelayanan Konsultasi;

2) Pelayanan Data dan Informasi;

3) Pelayanan Penyediaan Narasumber;
4) Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Bibit:
5) Pelayanan Pengaduan Karhutla;

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU waijib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta
digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala
Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA-OPD) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang
Selatan Provinsi Kalimantan Barat.
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Manufacturing

1. | Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

f Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020
Tentang perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun
2017 Tentang pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi , serta Tata Kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat.

g.

2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang rapat dan konsultasi, ruang informasi dan ruang tunggu, meja
layanan pengaduan

b. Tempat parkir

3. | Kompetensi Pelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

4. | Pengawasan Internal

a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;

b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5. | Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang

6. | Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot
pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang

berlaku.
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Manufacturing

1;

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

f. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020
Tentang perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun
2017 Tentang pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi , serta Tata Kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat.

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang rapat dan konsultasi, ruang informasi dan ruang tunggu, meja
layanan pengaduan
b. Tempat parkir

Kompetensi Pelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsultasi

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

Pengawasan Internal

a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang

Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot
pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
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Manufacturing

1. | Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

f  Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2020
Tentang perubahan Atas peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun
2017 Tentang pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi , serta Tata Kerja UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan
Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalimantan Barat.

2. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

a. Ruang rapat dan konsultasi, ruang informasi dan ruang tunggu, meja
layanan pengaduan

b. Tempat parkir

3. | Kompetensi Pelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsuitasi

¢. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

4. | Pengawasan Internal

a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;

b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5. | Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang

6. | Jaminan Pelayanan

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot
pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana
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